SALINAN

WALIKOTA MADIUN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila
digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu
dan masyarakat baik selaku perokok aktif maupun perokok
pasif;

b. bahwa sebagai salah satu upaya pencegahan dampak
penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung
terhadap kesehatan guna terwujudnya derajat kesehatan
masyarakat yang optimal, Pemerintah Kota Madiun
berkewajiban untuk menetapkan kawasan-kawasan tanpa rokok
dan terbatas rokok;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);
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3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3853);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4276);

10. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam
Negeri Nomor : 188/MENKES/PB/I/2011 tentang Pedoman

7 Tahun 2011

Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan
Kota Madiun;
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12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02
Tahun 2010;

13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2009 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota
Madiun;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Madiun.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.

3. Walikota adalah Walikota Madiun.

4. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota
Madiun.

5. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas
Merokok adalah Tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau individu yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah.

6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan
untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek,
rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari
tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica, dan spesies
lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan
tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
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7. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah
ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan
merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan
dan/atau mempromosikan produk tembakau.

8. Kawasan Terbatas Merokok adalah tempat atau area dimana
kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus.

9. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan vyang
diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di
dalam Kawasan Terbatas Merokok.

10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau
tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya
pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun
rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
dan/atau masyarakat.

11. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan
untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau
pelatihan.

12. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka
yang digunakan untuk kegiatan bermain anak.

13. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang
memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk
beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara
permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.

14. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang
dapat berupa kendaraan darat,air dan udara biasanya dengan
kompensasi.

15. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau
terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau
yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha
dan dimana terdapat sumber-sumber bahaya.

16. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat
diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat
dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang

dikelola oleh Pemerintah, swasta dan masyarakat.
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17. Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok atau
Kawasan Terbatas Merokok adalah orang yang karena
jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas
kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai

Kawasan Tanpa Rokok atau Kawasan Terbatas Merokok.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan penetapan KTR, adalah:

a. menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian yang
ditimbulkan oleh rokok dengan cara merubah perilaku masyarakat
untuk hidup sehat;

b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi
masyarakat;

c. meningkatkan produktivitas kerja;

d. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;

e. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak
buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung; dan

f. mewujudkan generasi muda yang sehat.

BAB III
KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 3

KTR meliputi:
a. fasilitas pelayanan kesehatan;
b. tempat proses belajar mengajar;

c. tempat anak bermain;

o

. tempat ibadah; dan

e. angkutan umum.
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Pasal 4

KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang menyediakan
tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari

asap rokok hingga batas terluar.

Bagian Kesatu
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pasal 5

() Pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan
kesehatan, wajib melarang setiap pasien dan/atau pengunjung
serta tenaga medis dan non medis merokok di fasilitas
pelayanan kesehatan.

@ Pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan
kesehatan, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau
mengambil tindakan apabila ada pasien dan/atau pengunjung
serta tenaga medis dan non medis yang terbukti merokok di
fasilitas pelayanan kesehatan.

(3 Pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis
dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada pimpinan
dan/atau penanggung jawab fasilitas kesehatan, apabila ada
pasien dan/atau pengunjung yang terbukti merokok di fasilitas
pelayanan kesehatan.

@ Pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas kesehatan, wajib
mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pasien
dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua
Tempat Proses Belajar Mengajar
Pasal 6

(1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar
mengajar, wajib melarang peserta didik, pendidik dan tenaga
kependidikan serta seluruh unsur masyarakat merokok ditempat
proses belajar mengajar.
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(2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar
mengajar, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau
mengambil tindakan apabila ada peserta didik, pendidik dan
tenaga kependidikan serta seluruh unsur masyarakat yang
terbukti merokok di tempat proses belajar mengajar.

(3) Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh
unsur masyarakat dapat memberikan teguran atau melaporkan
kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses
belajar mengajar, apabila ada yang terbukti merokok ditempat
proses belajar mengajar.

(4) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar
mengajar, wajib mengambil tindakan atas laporan yang
disampaikan oleh peserta didik, pendidik dan tenaga
kependidikan serta seluruh unsur masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga
Tempat Anak Bermain
Pasal 7

(1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat anak bermain,
wajib melarang pengguna dan/atau pengunjung merokok
ditempat anak bermain.

(2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat anak bermain,
wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil
tindakan apabila ada pengguna dan/atau pengunjung yang
terbukti merokok ditempat anak bermain.

(3) pengguna dan/atau pengunjung tempat anak bermain dapat
memberikan teguran atau melaporkan kepada pimpinan
dan/atau penanggung jawab tempat anak bermain, apabila ada
yang terbukti merokok ditempat anak bermain.

(4) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat anak bermain,
wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh
pengguna dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).
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Bagian Keempat
Tempat Ibadah
Pasal 8

(1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah, waijib
melarang pengguna dan/atau pengunjung merokok ditempat
ibadah.

(2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah, waijib

menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil
tindakan apabila ada pengguna dan/atau pengunjung yang
terbukti merokok ditempat ibadah.

(3) Pengguna dan/atau pengunjung tempat ibadah dapat
memberikan teguran atau melaporkan kepada pimpinan
dan/atau penanggung jawab tempat ibadah, apabila ada yang
terbukti merokok ditempat ibadah.

(4) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah, wajib
mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh
pengguna dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).

Bagian Kelima
Angkutan Umum
Pasal 9

(1) Sopir, kondektur dan/atau kernet angkutan umum non AC,
dapat melarang penumpang merokok di angkutan umum non AC.

(2) Sopir, kondektur dan/atau kernet angkutan umum non AC,
dapat menegur dan/atau memperingatkan apabila ada
penumpang yang terbukti merokok di angkutan umum non AC.

(3) Penumpang angkutan umum non AC dapat memberikan teguran
kepada penumpang lainnya, sopir, kondektur dan/atau kernet
angkutan umum non AC, apabila ada yang terbukti merokok di

angkutan umum non AC.
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(4) Sopir, kondektur dan/atau kernet angkutan umum non AC,
dapat mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh

penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 10

Sopir, kondektur, kernet dan/atau penumpang angkutan umum yang

ber-AC, dilarang merokok.

BAB 1V
KAWASAN TERBATAS MEROKOK
Pasal 11

(1) Walikota berwenang menetapkan tempat-tempat tertentu
sebagai Kawasan Terbatas Merokok.

(2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. tempat kerja; dan
b. tempat umum.

Pasal 12

(1) Setiap orang yang berada di Kawasan Terbatas Merokok
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilarang merokok
kecuali di tempat khusus yang disediakan untuk merokok.

(20 Tempat Khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai
tempat tanpa rokok;

b. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan
langsung dengan udara luar sehingga dapat bersirkulasi
dengan baik;

c. memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai;

d. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan

e. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
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BAB V
KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU
PENANGGUNG JAWAB KAWASAN TANPA ROKOK DAN
KAWASAN TERBATAS MEROKOK
Pasal 13

() Pimpinan atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, berkewajiban untuk membuat dan memasang
tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

(@ Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Terbatas Merokok
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), berkewajiban
untuk:

a. menyediakan tempat khusus untuk merokok;

b. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan
larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan boleh
merokok;

c. wajib memberikan teguran dan peringatan kepada setiap
orang yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1).

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 14

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR dan

Kawasan Terbatas Merokok di Daerah.

(@ Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dilakukan dengan cara:

a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan
berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan
KTR dan Kawasan Terbatas Merokok;

b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan
prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR dan
Kawasan Terbatas Merokok;

c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan
serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;

d. mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan
Pasal 4 dan Pasal 12 ayat (1);
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e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan
Pasal 4 dan Pasal 12 ayat (1) kepada pimpinan/penanggung
jawab KTR dan Kawasan Terbatas Merokok.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan
pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan KTR
dan Kawasan Terbatas Merokok di Daerah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan
atau penanggung jawab KTR dan Kawasan Terbatas Merokok.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang
berlaku pada KTR dan Kawasan Terbatas Merokok.

(4 Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melimpahkan
kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat di Lingkungan
Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15, Walikota dapat membentuk Tim Pemantau KTR dan
Kawasan Terbatas Merokok dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 17

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran
Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.
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(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di
bidang pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran
Peraturan Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
pelanggaran Peraturan Daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan
Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran
Peraturan Daerah;

g. menyuruh  berhenti dan/atau melarang  seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda,
dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
pelanggaran Peraturan Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j.  menghentikan penyidikan; dan/atau
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k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk Kkelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 18

(1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR atau Kawasan Terbatas
Merokok yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) atau
ayat (2), dapat dikenakan sanksi berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan;
C. pencabutan izin; dan/atau

d. denda.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1),
dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

tindak pidana pelanggaran.
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BAB XI
LAIN-LAIN
Pasal 20

Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan

Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kota Madiun.

Ditetapkandi MADIUN
pada tanggal 29 Desember 2011

WALIKOTA MADIUN,
ttd
H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

[=] 7% ]

(=] s
Ika Puspitaria, S.H., M.M.

Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DERAH KOTA MADIUN
NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK

I. UMUM

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan
bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, oleh karena dalam rokok terdapat
kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif
dan tar yang bersifat karsinogenik, yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit
antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah tinggi, emfisema,
bronchitis kronik dan gangguan kehamilan.

Pengamanan rokok bagi kesehatan perlu dilakukan dengan pemberian informasi
tentang kandungan kadar nikotin dan tar pada setiap batang rokok, pencantuman
peringatan pada label, pengaturan produksi dan penjualan rokok, periklanan dan
promosi rokok. Selain itu perlu ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok pada sarana
kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah
dan angkutan umum serta Kawasan Terbatas Merokok pada tempat umum dan
tempat kerja.

Dalam upaya penanggulangan bahaya akibat merokok dan agar implementasinya
lebih efektif, efisien dan terpadu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Kawasan
Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, dengan tujuan:

a. melindungi kesehatan dari bahaya akibat merokok;

b. membudayakan hidup sehat;

c. menekan perokok pemula;

d. melindungi perokok pasif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.
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Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup Jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
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